SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi,
akuntabilitas, dan transparansi Pengadaan Barang dan
Jasa Tahun Anggaran 2026, dipandang perlu menunjuk
dan mengangkat Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur;

b. bahwa Aparatur Sipil Negara yang nama, pangkat, dan
jabatannya tercantum dalam isi penetapan Keputusan ini
dipandang cakap dan mampu untuk diangkat dan
ditetapkan sebagai Pejabat sebagaimana dimaksud pada
huruf a;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan
Keputusan  Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang
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Mengingat

Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun

2026.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Nomor 5
tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Peraturan  Presiden @ Nomor 16 Tahun 2018
tentangPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6267);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013
tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara
pada satuan kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1350) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan
Tanggung Jawab Bendahara pada satuan kerja Pengelola
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013
tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan
Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1353)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 186/PMK.05/2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan
Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun
Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1738);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 2137);
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9.

10.

11.

12.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017
tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa
Diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1475);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
376);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
826);

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TIMUR TAHUN 2026.

Menetapkan :

Nama :  Halim

NIP -
Pangkat, Golongan : Penata Muda TktI/IIl b

Sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di
lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur Untuk APBN Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2026.
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam
melaksanakan tugasnya berdasarkan pada ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini
dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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Ditetapkan di Tutuyan
Pada Tanggal 1 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,
ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya DOLFIE RECKY SONNY KEREH
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Suriany Bahende
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